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BAB II 
GAMBARAN UMUM 
2.1  Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis 
Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 
12 tahun 1956 lembaran Negara Nomor 25 tahun 1956 dengan ibu kotanya 
Bengkalis, saat ini kabupaten bengkalis merupakan salah satu dari 12 
kabupaten/kota di provinsi Riau. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Bengkalis berdiri pada tanggal 24  Maret tahun 1999 , Pemerintah Kabupaten 
Bengkalis sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan peningkatan 
pengelolahan Peneriman Daerah yang optimal dan profesional serta di dukung 
dengan peran aktif Masyarakat berusaha sebaik mungkin memberikan 
pelayaan Masyarakat sesuai Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Bengkalis. untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai 
pentingnya pajak, baik dari pemugutan maupun manfaat maka perlu di 
Edukasi mengenai pajak serta silakukan sosialisasi secara terus menerus 
melalui berbagai media Informasi baik melaui media cetak,media elektronik 
maupun media masa. dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada 
masyarakat / Wajib Pajak / Wajib Retribusi  
2.2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis 
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pendapatan Dinas Kabupaten Bengkalis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis 2016 
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2.3. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis  
2.3.1   Visi 
 Terwujudnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Sebagai 
Institusi Pemerintah Meningkatkan Pengelolahan Penerimaan Derah Yang 
Optimal Dan Profesional Dengan Didukung Peran Aktif Masyarakat”. 
2.3.2 Misi 
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi Dinas Pendapatan 
Daerah adalah sebagai berikut: 
1. Meningkatkan ssistem produser administrasi pajak daerah dan retribusi 
daerah yang tertip. 
2. Meningkatkan kordinasi dengan stakeholder instansi lain dan masyarakat. 
3. Meningkatkan profesionalitas dan kemampuan aparatur pengelolaan 
penerimaan daerah. 
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat / wajib pajak / wajib 
retribusi. 
2.4 Tugas Pokok dan Fungsi 
2.4.1 Uraian Tuga Bagian 
   Kantor Dispenda Kabupaten Bengkalis mempunyai pembagian unit 
kerja masing-masing personil antara lain :  
a. Kepala Kantor  
Sebagai ketua dalam pemimpin secara keseluruhan disemua 
bidang, member motivasi, kebijaksanaan, pembinaan, dan seluruh saksi 
agar terciptanya kerjasama yang baik dan terciptanya tujuan 
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b. Sekretaris 
Sekretaris mempunyai tugas pokok pemimpin, mengkoordinasi 
dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan 
kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasi, perencanaan, penyusunan 
program dan anggaran, mengelola keuangan, perlengkapan dan tata 
usaha. 
Susunan Organisasi Sekretariat :  
1. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan 
bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis 
serta layanan di bidang penyusunan program sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
2. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai  tugas menyiapkan bahan-
bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta 
layanan di bidang Tata Usaha sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas 
menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan 
petunjuk teknis serta layanan di bidang Keuangan dan Perlengkapan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
c. Bidang Pendataan dan Penetapan 
Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai pokok memimpin, 
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasi,dan 
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mengendalikan tugas dibidang pendataan dan penetapan besarnya pajak 
dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. 
Susunan Organisasi Pendapatan dan Penetapan: 
1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas menyiapkan 
bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis 
serta layanan di bidang pendaftaran dan pendataan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
2. Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan-
bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta 
layanan di bidang data dan informasi sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
3. Seksi Penetapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan 
bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di 
bidang penetapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
d. Bidang Penagihan 
Bidang Penagihan mempunyai tugas pokok memimpin, 
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasi, dan 
mengendalikan tugas di bidang penagihan antaranya melaksanakan 
tagihan pajak dan retribusi daerah yang telah jatuh tempo dan 
melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai 
dengan peraturan yang telah ditetapkan. 
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1. Seksi Restitusi mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan 
bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan 
di bidang restitusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
2. Seksi Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas menyiapkan 
bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis 
serta layanan di bidang Pembukuan dan verifikasi sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
3. Seksi Penagihan dan Perhitungan mempunyai tugas menyiapkan 
bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis 
serta layanan di bidang penagihan dan perhitungan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
e. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain 
Bidang retribusi dan pendapatan lain-lain mempunyai tugas 
pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, 
mengkoordinasi, dan mengendalikan tugas di bidang penagihan 
antaranya melaksanakan tagihan pajak dan retribusi daerah yang telah 
jatuh tempo dan melakukan pelayanan keberatan dan permohonan 
banding sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. 
1. Seksi Penerimaan Retribusi mempunyai tugas menyiapkan bahan-
bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta 
layanan di bidang penerimaan retribusi sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 
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2. Seksi Penerimaan dan Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas 
menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan 
petunjuk teknis serta layanan di bidang Penerimaan dan Pendapatan 
lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
3. Seksi Inventarisasi dan Pembukuan mempunyai tugas menyiapkan 
bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis 
serta layanan di bidang Inventarisasi dan Pembukuan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
f. Bidang Pajak dan Non Pajak 
Bidang Pajak dan Non Pajak mempunyai tugas pokok 
memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, 
mengkoordinasi, dan mengendalikan tugas di bidang penagihan 
antaranya melaksanakan tagihan pajak dan retribusi daerah yang telah 
jatuh tempo dan melakukan pelayanan keberatan dan permohonan 
banding sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. 
1. Seksi Pendapatan Pajak mempunyai tugas menyiapkan bahan-
bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta 
layanan di bidang Pendapatan Pajak sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
2. Seksi Pendapatan Non Pajak mempunyai tugas menyiapkan bahan-
bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta 
layanan di bidang Pendapatan Non Pajak sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 
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3. Seksi Pengkajian Pendapatan mempunyai tugas menyiapkan 
bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis 
serta layanan di bidang Pengkajian Pendapatan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
